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ABSTRAK

Pelavanan kesehatan merupakan hal terpenting dalam hubungan antara pasien, dokier
dan rumah sakit, Oleh karena itu, dokler sebagai tenaga kesehatan vane bekerja di rumah sakit
diharapkan senantinsa memperlakukan pasiennya secars profesional tanpa mendiskriminasikan
pihak-pihak tertentu. Dalem hal pelayanan kesehatan vang terjadi. sering terjadi peristiva-
peristiwa vang bisa merugikan pasien seperti adanya cacat tubuh bahkan hisa mengakibathan
kematian  Pihak dokter dan pihak rumab sakit pada amuomnye melindungi diri denga
mengadakan suatu perjanjian lerapewtik dan (wformred  consent. Pada saal pasien sudah
[ menvatakan kesediaannya wntuk medapatkan perawatan dari dokter, maka pada saat itu pula
paszien terikat untuk mengikuti semua tindakan medik vang diambil oleh doker. Dengan
demikian, pada saat resiko terjadi maka dokter akan melindungi dirinva dengan bukti bahwa ia
memang telah bekerja secara profesional dan pasien bersedia untuk mengikut tindakan medik
vang dilakukannya tersebut. Metode pendekatan vang penulis lakokan bersifat yuridis sosiologis
dengan menggunakan dua sumber data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan juga

menggunakan dua jenis data yaite data sekunder dan data primer. Pengumpulan data di lapangzan

penulis lakukan dengan melakukan. pengamatan {ofvervasd) dan wawanesra (fniemdew) deneen
p|th vang berkompeten di bidang pelayanan keschatan, Setelah data vang diperoleh lenghap:
penulis melakukan pengolahan data dan menvajikannya dalam bentuk tulisan sesuai dencan
peristiwa hukum yang terjadi dalam pelaksanazannva. Hasil yang bisa penulis peroleh adalah
biahwa dokter vang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang (RSUD Padang)
akan terlebih dahulu mengadakan informed consenr dan perjanjian terapeutik hanva pada
tindakan yang bersifat infasif saja. Tanpa adanyva persetujuan dari pasien ataupun pihak keluarza.
dokter tidak akan berwenang dalam melakukan tndakan medik.
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BAB 1

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan  kesehatan bertujuan untuk meningkatkan  kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
keschatan masyarakat yang optimal.' Pembangunan kesehatan diarahkan untuk
meningkatkan  kesejahteraan  keluarga dan masyarakat dengan menanamkan
kebiasaan hidup schat. Untuk mewujudkan hal ini maka diselenggarakanlah
berbagai upava kesehatan vang didukung oleh sumber dava tenaga kesehatan.

Dokter merupakan suatu profesi yang mempunyai peranan vang sangat
penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan dokter sangat berperan didalam
menciplakan masyarakat vang sehat, schingga untuk itu dokter dituntut untuk
dapat melaksanakan profesinva dengan sempuma.

Pasien sebagai pihak vang membutuhkan tenaga ahli dokter untuk
pengobatan penyakil yang dideritanya cenderung menyerahkan seluruh proses
penyvembuhan kepada dokter. Hal ini karena dokter dianggap mampu untuk
mengobati segala penyakit yang diderita pasien. Jika ternyata hal itu bertolak
belakang dengan anggapan pasien, maka hal ini akan dianggap sebagai takdir
Tuhan yang tidak dapat dihindari.

Sebagai scorang dokter ataupun pasien, keduanya mempunyai hak dan

kewajiban yang sama tinggi kedudukannya dimata hukum. Hak atas pelavanan

' Pasal 3 Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 1992 Tentang Keschatan, Teranggal 17 September
1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 3493
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keschatan diperoleh sejak kita mulai dalam kandungan, Hak ini adalah bagian
dasar dari hak asasi manusia. Sama halnya dengan pasien, dokter juga adualah
warga negara vang tidak boleh melanggar hukum. la tidak bolch melangpar hak
atas kesehatan, Hak atas pelayanan kesehatan ini yvang mendasari hubungan anlury
pasien dan dokter.

Hak atas pelayanan keschatan menimbulkan kewajiban hukum melayani
dari scorang dokter. Kewajiban ini tidaklah mutlak. artinya dokter tidak wajib
memberikan pertolongan kepada pasien yang menolak pertolongan itu. Hal ini
dikenal sebagai hak otonomi dari pasien.

Sesungguhnya ada 3 unsur cirl dokter tidak mengingkari amanah pasien,
}'ilillijj

1. Tidak mencelakakan

]

. Elekut dan ehsien

3. Tidak melanggar kode etik dan atau hukum

Sedangkan hak pasien telah diatur dalam UU kesehatan dan UU Perlindungan
konsumen. Dalam aturan itu disebutkan ada 10 Pasal mengenai hak pasien, vaitu:’

Hak atas kenyamanan

[Hak atas keamanan

[Hak atas kesclamatan

Hak memilih

Hak atas informasi

Hak untuk didengar

IHak mendapatkan advokasi dan upaya perlindungan
Hak atas pelayanan vang tidak diskriminatif

9. Hak untuk mendapatkan ganti rugi

10. Hak vang diatur dalam perundang-undangan lain

fad bod —

*

20 =] o oL

* Bahar Arwar. Sang dokter, Mega Poin, Bekasi, 2002, Him 49.
" Ihid, him, 52,
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BAB 1V

PENUTUP

A, Kesimpulan

Kesimpulan vang dapal ditarik dari penulisan skripsi mengenai tanggung

jawab dokter terhadap pelayanan keschatan pada Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Padang adalah:

)

Tanggung jawab dokter di dalam pemberian informed consent dan
perjanjian terapeutik pada RSUD Padang hanya akan timbul pada
tindakan vang bersifat infasil’ saja. Maksud dari tindakan infasif
adalah tindakan medik tertentu yang lebih serius seperti operasi dan
memiliki resiko vang tinggi dalam penanganannya. Pada RSUD
Padang para dokter telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan
haik (sebagaimana mestinya).

RSUD Padang bertanggung jawab atas segala pelayanan yang telah
diberikan oleh tenaga keschatannya., Namun untuk membuktikan
adanya kesalahan vang dilakukan oleh tenaga keschatannya, terlebih
dahulu  harus  diproses melalui Majelis Kode Euk  Kedokteran
Indonesia (MKEK). Setelah ada keputusan dart MKEK bahwa dokter
tersebut memang melakukan tindakan kelalaian medik, maka RSUD
Padang akan menindak lanjuti dengan melakukan pencabutan izin
praktek baik itu sementara atau sclamanya., dan akan turun tangan
langsung sebagai pthak vang bertanggung jawab dalam  proses

peradilan.
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